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BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR 44TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan
RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD,
dan RKPD, bahwa Perubahan RKPD dan Renja
Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila
berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam
tahun berjalan menunjukkan adanya
ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan;

bahwa sehubungan dengan adanya kebijakan
nasional dan daerah serta penyesuaian kemampuan
riil keuangan daerah, maka RKPD Kabupaten
Purwakarta Tahun 2025 perlu dilakukan
penyesuaian dengan menetapkan Peraturan Bupati
Purwakarta tentang Perubahan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun
2025;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Djawa Barat (berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun
1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta
dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1968 Nomor Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
xx
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Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem  Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)
Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan
Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26
Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6042);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6633);

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 136);

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang
Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
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18.

19.

20.

21.

22,

23.

24.

25.

26.

27.

Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 180);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun
2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang
Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan
Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 927);,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun
2018 tentang Reviu atas Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis
Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 461);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun
2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun
2019 tentang  Klasifikasi, Kodefikasi  dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun
2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan
Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 288);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun
2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 1419);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun
2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
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28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

37.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 212/PMK.07 /2022 tentang Indikator Tingkat
Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana
Alokasi Umum yang ditentukan Penggunaannya
Tahun Anggaran 2023;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9
Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran
Daerah Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran
Daerah Nomor 262);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13
Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Tahun 2025-2045. (Lembar Daerah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat
Nomor );

Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4
Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan
Dokumen Perencanaan Pembangunan dan
Pelaksanaan Musrenbang Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Purwakarta Tahun 2006 Nomor 4);

Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11
Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 (Lembaran
Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 Nomor
11);

Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1
Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran
Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 Nomor
1);

Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6
Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran
Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 Nomor
6);

Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 25
Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah
(RPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023
Nomor 25);

Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 13
Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2025
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024
Nomor 13);

Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 36 Tahun 2024
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun
2025 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun

2024 Nomor 36);
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Menetapkan

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA

KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
PURWAKARTA TAHUN 2025

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

10.

11.

12.

Daerah adalah daerah Kabupaten Purwakarta;

Pemerintahan Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom;

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah
dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah;

Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi
Daerah yang selanjutnya disebut Bapperida adalah
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan penunjang
urusan  pemerintahan di  bidang  perencanaan
pembangunan, riset dan inovasi daerah;

Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat
RKP adalah dokumen perencanaan pembangunan
Nasional untuk periode 1 (satu) tahun;

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang
selanjutnya  disingkat RPJMD adalah dokumen
perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5
(lima) tahun;

Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya
disingkat RPD adalah dokumen perencanaan Daerah
untuk periode 3 (tiga) tahun;

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya
disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan
pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan PD
untuk periode 1 (satu) tahun yang mengacu dan
berpedoman pada RKPD;

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
yang selanjutnya disingkat RAPBD adalah rencana
keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan
Peraturan Daerah;

Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA
adalah dokumen yang memuat kebijakan pendapatan,
belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang
mendasarinya;

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang
selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan
patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada
Perangkat daerah untuk setiap program sebagai acuan
dalam penyusunan perubahan rencana kerja dan
anggaran satuan kerja Perangkat Daerah;
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Pasal 2

Perubahan RKPD Tahun 2025 merupakan dokumen
perubahan perencanaan dan penganggaran daerah yang
memuat kerangka ekonomi daerah, sasaran dan prioritas
pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik
yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Perubahan RKPD Tahun 2025 digunakan sebagai :

a. pedoman dalam penyusunan Perubahan Renja PD Tahun
2025;

b. pedoman dalam penyusunan Perubahan KUA dan
Perubahan PPAS Tahun 2025;

c. pedoman dalam penyusunan Perubahan RAPBD Tahun
2025.

Pasal 4

(1) Isi dan uraian dokumen Perubahan RKPD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2, disusun dengan sistematika
sebagai berikut :

a. BABI Pendahuluan
b. BABII Evaluasi Hasil Triwulan I Tahun 2025
c. BABIII Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah

d. BABIV Sasaran dan Prioritas Pembangunan
Daerah

e. BABV Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

f. BAB VI Penutup

(2) Isi dan uraian dokumen Perubahan RKPD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 5

Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan
Perubahan RKPD, sesuai ketentuan peraturan perundangan-

undangan.
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Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal, 20 Juri 2025
PARAF PEMRAKARSA

MUHAMMAD RONIRI,
S5.5TP

Plt.Kabid PPEPD, BUPATI PURWAKARTA,

Bapperida é)
EDI SUKANDAR, ST, MT | Plt.Sekretaris %
Bapperida
EDI SUKANDAR, ST, MT | Plh.Kepala i
Bapperida SAEPUL BAHRI BINZEIN
PARAF KOORDINASI )
SUNTAMA, SH, M.Si Kepala Bagian L L
Hukum Setda
dr.H. AGUNG DARWIS | Asda II
SURIAATMADJA, M.Kes | Kabupaten TAT
Purwakarta \
NORMAN NUGRAHA Sekretaris Daerah «\
Kabupaten
Purwakarta

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal, 20 Ju~i 202€

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,

NORMA GRAHA

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2025 NOMOR 4¢




Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
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BAB VI
PENUTUP

Perubahan RKPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 disusun
sebagai respons terhadap dinamika kebijakan dan peraturan perundang-
undangan, baik di tingkat pusat maupun daerah, yang harus dilaksanakan
pada tahun berjalan. Penyusunan ini juga ditujukan untuk memastikan
keselarasan antara kebijakan tersebut dengan pelaksanaan prioritas

pembangunan daerah.

Selain itu, Perubahan RKPD ini disusun sebagai bentuk penyesuaian
terhadap kemampuan riil keuangan daerah. Penyesuaian tersebut
didasarkan pada realisasi pendapatan daerah hingga triwulan I Tahun
2025 serta proyeksi potensi pendapatan hingga akhir tahun anggaran.
Tujuannya adalah untuk menjamin ketersediaan pagu anggaran yang
memadai serta menjaga keseimbangan fiskal daerah dalam membiayai
berbagai kebutuhan belanja pembangunan oleh perangkat daerah. Dengan
demikian, target pembangunan daerah Tahun 2025 diharapkan dapat
tercapai secara optimal dan terukur sesuai dengan rencana yang telah

ditetapkan.

Tahun 2025 juga merupakan tahun pertama pelaksanaan program
prioritas Bupati terpilih, sehingga Perubahan RKPD ini memiliki arti
strategis dalam mengawal dan mengakselerasi pencapaian visi dan misi
kepala daerah. Dokumen ini sekaligus menjadi dasar dalam penyusunan
Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025, serta
menjadi acuan dalam penyusunan dokumen penganggaran seperti
Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas dan
Plafon Anggaran Sementara (PPAS), yang bermuara pada penyusunan
Perubahan RAPBD Tahun Anggaran 2025.

Keberhasilan pembangunan daerah tidak semata-mata ditentukan
oleh kebijakan dan program yang dirancang, melainkan sangat bergantung
pada kekuatan kolaborasi antar seluruh elemen pembangunan.
Pemerintah Kabupaten Purwakarta menyadari bahwa sinergi antara
pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat adalah kunci untuk

mewujudkan cita-cita bersama. Untuk itu, kami mengajak seluruh

Penutup VI-1



Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
o . Kabupaten Purwakarta Tahun 2025

pemangku kepentingan untuk terus mempererat koordinasi, menyatukan

langkah, serta memperkuat komitmen dalam rangka mewujudkan

Kabupaten Purwakarta Maju, Mandiri, dan Berkelanjutan.

Dengan semangat gotong royong dan rasa tanggung jawab bersama,
kami berharap setiap rencana pembangunan yang telah disusun dapat
dijalankan secara efektif dan berdampak nyata. Lebih dari sekadar
memenuhi target, pembangunan ini diharapkan mampu menjadi jawaban
atas kebutuhan riil masyarakat, serta menjadi fondasi yang kokoh menuju

masa depan yang lebih baik guna mewujudkan “Purwakarta Istimewa”.

BUPATI PURWAKARTA /&

J @ SAEPUL BAHRI BINZEIN
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